
 
 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA 
 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 
Nomor :  9 Tahun 2008 
Lampiran :  1 (satu) berkas       

 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO  

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan 
Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya, maka sebagai acuan 
dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat 
yang membutuhkan perlu diterbitkan Petunjuk pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota 
Tasikmalaya; 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor  34  Tahun  2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4117);  

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4548); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15); 

  10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2006  Nomor 70); 

  11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84); 

 

M E M U T U S K A N   : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 
2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO PASAR 
IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan  : 
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi 
pengelolaan perikanan. 

5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan 
perikanan. 
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6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya. 
7. Orang pribadi atau Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau 

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 
lainnya.  

8. Depo Pasar Ikan yang selanjutnya disebut Depo adalah Tempat 
yang dilengkapi dengan sarana usaha perikanan yang ditentukan 
Pemerintah Daerah untuk jual beli ikan, baik untuk konsumsi, benih 
maupun hasil olahan. 

9. Lingkungan Depo adalah Suatu kesatuan kawasan yang terdiri dari 
fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dipergunakan untuk 
jual beli ikan, baik untuk konsumsi, benih maupun hasil olahan serta 
kegiatan penunjang lainnya. 

10. Pedagang Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatan 
berdagang secara tetap dengan mempergunakan tempat dagang 
secara permanen di lingkungan Depo. 

11. Tempat Berjualan adalah Bagian dari bangunan Depo, baik yang 
beratap maupun terbuka yang digunakan untuk berdagang, seperti 
kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan, kolam karantina, kios 
sarana produksi perikanan, gedung olah hasil dan gazebo. 

12. Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) yang selanjutnya disebut Izin 
adalah Surat izin yang diterbitkan oleh Kepala SKPD untuk 
penggunaan fasilitas Depo. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang 
dipersamakan, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang 
dipersamakan, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank 
Pembangunan Jawa Barat Cabang Tasikmalaya. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah sebagai pedoman 
dan acuan bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam  
Pengelolaan Depo Pasar Ikan. 
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BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan 
mekanisme pengelolaan dan retribusi Depo Pasar Ikan, yang meliputi : 
a. Syarat dan tata cara penerbitan dan pemindahtanganan izin; 
b. Tata cara pencabutan izin; 
c. Tata cara pemungutan retribusi; 
d. Tata cara pembayaran retribusi; 
e. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 

pembebasan retribusi; 
f. Tata cara pengenaan sanksi administrasi; 
g. Bentuk dan isi STRD. 

 
 

BAB IV 
SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN DAN 

PEMINDAHTANGANAN IZIN  
Bagian Kesatu 

Syarat dan Tata cara Penerbitan Izin 
Pasal  4 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan fasilitas 
depo wajib memiliki izin dari Kepala SKPD. 

(2) Pemohon mengisi surat permohonan yang disampaikan secara 
tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan sebagai  
berikut : 
a. foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku; 
b. foto Copy Kartu Keluarga; 
c. foto Copy Akta Pendirian atau yang sejenis bagi pemohon yang 

berbentuk Badan; 
d. foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon yang 

berbentuk Badan; 
e. rencana kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya memuat hal-

hal sebagai berikut : 
1) modal Usaha; 
2) sumber produksi; 
3) segmen pasar. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar, Kepala 
SKPD memproses permohonan izin.  

(4) Dalam hal permohonan izin diterima, maka Kepala SKPD segera 
menerbitkan izin. 

(5) Apabila permohonan izin ditolak, maka Kepala SKPD segera 
menyampaikan penolakan dimaksud kepada pemohon disertai 
dengan alasannya. 

(6) Bentuk dan isi surat permohonan izin tercantum pada lampiran 
Peraturan ini.   
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Pasal 5 

(1) Izin dituangkan dalam Keputusan Kepala SKPD. 
(2) Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. 
 
 

Bagian Kedua 
Syarat dan Tata cara Pemindahtanganan Izin 

Pasal  6 
(1) Setiap pemindahtanganan izin harus mendapat persetujuan Kepala 

SKPD. 
(2) Tata cara pemindahtanganan izin adalah sebagai berikut : 

a. pemegang izin terlebih dulu menyerahkan izin kepada Kepala 
SKPD; 

b. kepala SKPD menerbitkan izin atas nama pemohon baru yang 
akan menerima pemindahtanganan dengan syarat dan tata cara 
sesuai ketentuan pada Pasal 4 Peraturan ini; 

c. pemegang izin yang akan dipindahtangankan izinnya, terlebih 
dahulu harus memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB V 

TATA CARA PENCABUTAN IZIN  
Pasal  7 

(1) Izin dapat dicabut apabila :  
a. izin diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau 

palsu;  
b. pemegang izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui 

batas waktu pembekuan izin; 
c. pemegang izin menelantarkan dan/atau tidak melaksanakan 

kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
berturut-turut; 

d. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang memuat sanksi pencabutan izin. 

(2) Pencabutan izin dilakukan oleh Kepala SKPD. 
(3) Terhadap pencabutan izin, pemegang izin dapat mengajukan 

keberatan kepada Kepala SKPD paling lama 14 (empat balas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal pencabutan. 

(4) Kepala SKPD wajib menyampaikan jawaban atas keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan disertai dengan 
alasan-alasan. 

(5) Apabila Kepala SKPD tidak menyampaikan jawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka keberatan dianggap diterima. 

(6) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut, 
diterbitkan kembali. 
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Pasal 8 
Setiap pemegang izin yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, wajib 
melaporkan secara tertulis dan mengembalikan seluruh dokumen 
perizinan kepada Kepala SKPD. 

 
BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal  9 

(1) Retribusi dipungut di Depo. 
(2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pada UPTD yang 

ditetapkan oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan Kepala UPTD. 
(4) Retribusi  dipungut  dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 
(5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tercantum pada 

lampiran Peraturan ini. 
 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI  

Pasal  10 
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui bendahara 

penerima di SKPD dan hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah 
selambat-lambatnya 1 x 24 jam. 

 
BAB VIII 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, 
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  

Pasal  11 
(1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

dapat diberikan dengan mempertimbangkan : 
a. menurunnya kondisi perkembangan usaha pemegang izin; 
b. adanya kebijakan Pemerintah Daerah.   

(2) Tata cara permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi adalah sebagai berikut : 
a.  wajib  retribusi  menyampaikan  surat  permohonan secara tertulis 

kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya SKRD; 

b. kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan 
keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih 
dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan 
dalam persetujuan permohonan dimaksud; 

c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak atau menambah besarnya retribusi terutang; 
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d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat 

ini telah lewat dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu 
keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku; 
b. foto Copy SKRD yang dimohon;  
c. foto Copy izin; 
d. alasan permohonan keringanan yang dibuktikan dengan 

keterangan pejabat yang berwenang. 
 
 

BAB IX 
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI  

Pasal  12 
(1) Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari 

besarnya retribusi dilakukan dengan menerbitan surat pemberitahuan 
dari Kepala SKPD kepada pemegang izin. 

(2) Pemungutan dan pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 
Peraturan ini. 

 
 

Pasal 13 
Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilakukan oleh 
Kepala SKPD dengan menerbitkan surat peringatan paling banyak 3 
(tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari 
kerja. 

Pasal 14 
Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan izin dilakukan oleh 
Kepala SKPD dengan menerbitkan surat perintah penghentian 
sementara kegiatan usaha disertai dengan pernyataan bahwa izin yang 
bersangkutan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu paling 
lama 1(satu) bulan. 

Pasal 15 
Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilakukan oleh 
Kepala SKPD dengan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin. 

Pasal 16 
Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 
Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini dapat dilakukan secara bertahap 
maupun secara langsung sesuai dengan jenis sanksi administrasi.  

 
BAB X 

BENTUK DAN ISI STRD 
Pasal 17 

(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan . 
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(2) Bentuk dan isi STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
tercantum pada lampiran Peraturan ini. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal  18 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Tasikmalaya. 

  
    
           Ditetapkan di Tasikmalaya 
           pada tanggal 2 Juni 2008 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Ttd. 
 
 

H. SYARIF HIDAYAT 
Diundangkan di  Tasikmalaya 
pada tanggal 3 Juni 2008    
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 
Tttd. 

 
H. ENDANG SUHENDAR 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA  TAHUN 2008 NOMOR 195 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 
Nomor :  9 Tahun 2008  
Tanggal :  2 Juni 2008 

 
A. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN / PEMINDAHTANGANAN IZIN  

 
 

Perihal  : Permohonan /  
      Pemindahtanganan Surat Izin                           
      Tempat Berjualan (SITB) *) 
         Tasikmalaya,                                  
                                                                                                      KEPADA 
                                                                                          Yth.  Kepala .................(SKPD) 
                                                                                                                 di  - 
                                                                                                      TASIKMALAYA. 

 
Dengan hormat, 
Yang bertandatangan dibawah ini  : 
1. N a m a     : ............................................................... 
2. Umur / Tempat tgl. Lahir  : ............................................................... 
3. Pekerjaan    : ............................................................... 
4.   Alamat rumah   : .............................................................. 

                                       : .............................................................. 
5. Nama Perusahaan *)  : .............................................................. 
6. Pemimpin Perusahaan *) : .............................................................. 
7. Alamat Perusahaan *) : .............................................................. 
      : .............................................................. 
Dengan ini mengajukan Permohonan / Pemindahtanganan Izin *) Tempat 
Berjualan (SITB) pada sarana / fasilitas di Depo Pasar Ikan berupa, Bak Retail / 
Kios Samprokan / Gedung Olah Hasil Perikanan / Kolam Pemancingan / Kolam 
Karantina / Kolam Inap *)  

               
    Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan : 

1. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku; 
2. Foto Copy Kartu Keluarga; 
3. Foto Copy Akta Pendirian atau yang sejenis bagi pemohon yang berbentuk 

Badan; *) 
4. Foto Copy NPWP bagi pemohon yang berbentuk Badan; *) 
5. Rencana kegiatan usaha. 
 
Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian serta perkenannya 
kami ucapkan terima kasih. 
 
 

                                                                                               Pemohon, 
         

 
 

                                                                                   (                                        ) 
Catatan : 
               *) Coret yang tidak perlu       
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B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 DIN
                                        Jl. 
    

PEMBERIAN SU
K

Menimbang  :  a. bahw
Nomo
Tasik
terleb

b. bahw
penet

Mengingat    : 1. Unda
Daera
Tamb
telah 
Perub
dan R
246, T

  2. Unda
(Lem
Lemb

  3. Unda
Perun
Nomo

  4. Unda
Repu
Repu

  5. Unda
(Lem
Lemb
denga
Peme
Unda
Unda
Tamb

  6. Perat
(Lem
Lemb

  7. Perat
Daera
Tamb

 

 
 

 
 
 

                 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA 
AS PERTANIAN KOTA TASIKMALAYA 

Noenoeng Tisnasaputra   Tlp.(0265) 322865 –   Fax. (0265) 330805           
            T A S I K M A L A Y A  46115 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA ............. (SKPD) 

Nomor :  
Lampiran  :    -  

TENTANG 

RAT IZIN TEMPAT BERJUALAN (SITB) DI LINGKUNGAN DEPO  
EPADA Sdr. ........................................................... 

 
KEPALA ................. (SKPD), 

 
a sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 
r 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota 
malaya, dimana Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas Depo 
ih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; 

a berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka 
apannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala ........ (SKPD);  

ng-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang 
ahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

ng-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya 
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan 
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  

ng-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
dang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
r 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389); 

ng-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
blik Indonesia Nomor 4433); 

ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
ng-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 108, 
ahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4548); 

uran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

uran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

  9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15); 

  10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa 
dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2004 Nomor 36); 

  11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006  Nomor 70); 

  12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84); 

  13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Depo Pasar Ikan 
pada Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya; 

Memperhatikan  :  1. Permohonan Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) dari Sdr. ...................... 
tanggal.......................; 

                      M E M U T U S K A N    : 

Menetapkan   : 
KESATU : Memberikan Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) di Lingkungan Depo kepada : 

1. N a m a    : ............................................................... 
2. Umur/Tempat tgl. Lahir  : ............................................................... 
3. Pekerjaan  : ............................................................... 
4.   Alamat rumah      : ............................................................... 
5. Nama Perusahaan *)  : ............................................................ 
6. Pemimpin Perusahaan *) : ............................................................ 
7. Alamat Perusahaan *)  : ............................................................ 
8. Tempat Berjualan/Usaha :  Bak Retail / Kios Samprokan / Gedung Olah Hasil 

Perikanan / Kolam Pemancingan / Kolam 
Karantina / Kolam Inap *) 

9. Retribusi per Bulan : ............................................................... 
10. Masa Berlaku SITB : ...............................................................     

KEDUA  : Setiap Pemegang SITB dilarang : 
a. Memindahtangankan SITB tanpa persetujuan Kepala .............. (SKPD); 
b. Merubah bentuk fasilitas Depo tanpa persetujuan Kepala .............. (SKPD); 
c. Menjual makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol; 
d. Menngunakan  Depo sebagai tempat tinggal; 
e. Merubah fungsi Depo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. Melayani aktivitas makan minum pada siang hari di bulan Ramadhan. 

Setiap Pemegang SITB Wajib : 
a. Membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

pengelolaan fasilitas yang tersedia secara layak dan memadai; 
c. Memelihara dan menjaga lingkungan dan fasilitas di Depo agar selalu dalam 

keadaan aman, rapih, bersih, sehat dan terhindar dari pencemaran; 
d. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para konsumen / pelanggan; 
e. Membayar rekening listrik setiap bulan sesuai besarnya pemakaian. 
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KETIGA  :  SITB dapat dicabut, apabila : 

a. SITB diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;  
b. Pemegang SITB tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu 

pembekuan SITB; 
c. Pemegang SITB menelantarkan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berturut-turut; 
d. Pemegang SITB melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

memuat sanksi pencabutan izin; 
e. Tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan yang tercantum dalam 

Keputusan ini. 

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku pada  tanggal ditetapkan. 
             
 
   
              Ditetapkan di  Tasikmalaya 

               pada tanggal   

                   KEPALA .......................... (SKPD), 
 

 
 

                                         ...............................................  
         NIP. ....................... 
 
 
 
Tembusan Yth :        
1. Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan); 
2. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya; 
3. Yang bersangkutan. 
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C. CONTOH BENTUK SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN 

 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 

DEPO PASAR IKAN  
KOTA TASIKMALAYA 

 
BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 
PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
Retribusi : Kolam Retail / bak Penjajaan / Kolam 

Penjajaan Rp 30.000,- / bulan / unit 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Kolam Retail / bak Penjajaan / Kolam Penjajaan  

Rp 30.000,- /  bulan /  unit 

 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 

DEPO PASAR IKAN  
KOTA TASIKMALAYA 

 
BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 
PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
Retribusi : Kios Sarana Produksi Perikanan 

(Saprokan) Rp 120.000,- / bulan / unit 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Kios Sarana Produksi Perikanan (Saprokan) Rp 120.000,- / 

bulan / unit  

 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 

DEPO PASAR IKAN  
KOTA TASIKMALAYA 

 
BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 
PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
Retribusi : Kolam Karantina Rp 2.000,- /  hari / 

unit 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Kolam Karantina Rp 2.000,- /  hari / unit 

 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 

DEPO PASAR IKAN  
KOTA TASIKMALAYA 

 
BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 
PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
Retribusi : Kolam Pemancingan Rp 150.000,- /  

bulan 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
 Retribusi   : Kolam Pemancingan Rp 150.000,- /  bulan 
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KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Ruang Pajangan Ikan Hias Rp 6.000,- 

/  bulan /  unit 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
 Retribusi   : Ruang Pajangan Ikan Hias Rp 6.000,- /  bulan /  unit 
 
 

 
 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 

DEPO PASAR IKAN  
KOTA TASIKMALAYA 

 
BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 
PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
Retribusi : Gedung Olah Hasil Perikanan Rp 

420.000,- / bulan 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Gedung Olah Hasil Perikanan Rp 420.000,- / bulan  

 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 

DEPO PASAR IKAN  
KOTA TASIKMALAYA 

 
BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 
PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis 

Truk/Bis/Box roda 6 Rp 1.200,- / 
kendaraan /  2 (dua) jam pertama 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6 

Rp 1.200,- / kendaraan /  2 (dua) jam pertama 

 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis 

Pick up/Sedan/Box roda 4 Rp 1.000,- 
/ kendaraan /  2 (dua) jam pertama 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box 

roda 4 Rp 1.000,- / kendaraan /  2 (dua) jam pertama 
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KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Sepeda Motor Rp. 300,- / 

kendaraan / 2 (dua) jam pertama  
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Sepeda Motor Rp. 300,- / kendaraan / 2 (dua) jam 

pertama 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Gerobak dan Delman Rp. 200,- 

/ kendaraan / 2 (dua) jam pertama  
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Gerobak dan Delman Rp. 200,- / kendaraan / 2 (dua) 

jam pertama 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis 

Truk/Bis/Box roda 6 Rp 750,- / 
kendaraan /  1 (satu) jam berikutnya 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 6 

Rp 750,- / kendaraan /  1 (satu) jam berikutnya 

 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis 

Pick up/Sedan/Box roda 4 Rp 500,- / 
kendaraan /  1 (satu) jam berikutnya 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Kendaraan Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box 

roda 4 Rp 500,- / kendaraan /  1 (satu) jam berikutnya 
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KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Sepeda Motor Rp. 150,- / 

kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya  
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Sepeda Motor Rp. 150,- / kendaraan / 1 (satu) jam 

berikutnya 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Gerobak dan Delman Rp. 100,- 

/ kendaraan / 1 (satu) jam berikutnya  
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Gerobak dan Delman Rp. 100,- / kendaraan / 1 (satu) 

jam berikutnya  
 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Berlangganan Kendaraan 

Bermotor Sejenis Truk/Bis/Box roda 
6 Rp 75.000,- / kendaraan / bulan 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Sejenis 

Truk/Bis/Box roda 6 Rp 75.000,- / kendaraan / bulan 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Berlangganan Kendaraan 

Bermotor Sejenis Pick up/Sedan/Box 
roda 4 Rp 50.000,- / kendaraan /  
bulan 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Sejenis Pick 

up/Sedan/Box roda 4 Rp 50.000,- / kendaraan /  bulan 
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KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Parkir Berlangganan Sepeda Motor 

Rp. 25.000,- / kendaraan /  bulan 
 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Parkir Berlangganan Sepeda Motor Rp. 25.000,- / 

kendaraan /  bulan 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Pelataran Bongkar Muat JBB s/d 

5.000 Kg Rp. 1.000,- / 1 kali bongkar  
muat 

 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Pelataran Bongkar Muat JBB s/d 5.000 Kg Rp. 1.000,- / 1 

kali bongkar  muat 
 

 
 

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN 
DEPO PASAR IKAN  

KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG 
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO 

PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 
 
Retribusi : Pelataran Bongkar Muat JBB 5.001 

s/d 8.000 Kg Rp. 2.000,- / 1 kali 
bongkar  muat 

 

 
KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN  

DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 
 

BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA 

 
 
 
Retribusi   : Pelataran Bongkar Muat JBB 5.001 s/d 8.000 Kg Rp. 

2.000,- / 1 kali bongkar  muat 
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D. CONTOH BENTUK STRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN 
 

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA 
……………………..(SKPD) 

     Jl. Noenoeng Tisnasaputra   Tlp.(0265) 322865  
                   T A S I K M A L A Y A  46115 
 

STRD 
(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) 

   Masa Retribusi   : 
   Tahun                 : 

 

  
No. Urut 

 
Nama :     ........................................................... 

Alamat :     ........................................................... 

Jenis Fasilitas Depo : Bak Retail / Kios Samprokan / Gedung Olah Hasil Perikanan 
/ Kolam Pemancingan / Kolam Karantina / Kolam Inap *) 

Tanggal Jatuh Tempo :     ........................................................... 

 
I.   Berdasarkan  Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya,  telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan 
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 

 

 Kodering Retribusi : 

 Nama Retribusi        :    ........................................ 

II.  Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar 
adalah sebagai berikut  : 

1.  Retribusi yang belum / kurang dibayar    Rp. 

2.  Sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2 %   Rp.    

3.  Jumlah yang masih harus dibayar      Rp. 

 
Dengan huruf 
 

PERHATIAN 

1. Penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank ...............) dengan menggunakan Surat Setoran 
Retribusi Daerah (SSRD). 

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD 
ini diterima dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 

  
                            Tasikmalaya, .......................................... 

                       a.n. Kepala .............. (SKPD)  
                    ............................... 

 
 

.......................... 
   NIP. 

*) Coret yang tidak perlu 
 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Ttd. 
 
 

H. SYARIF HIDAYAT 
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